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Dalam rangle ontimalisasi dan sinkronisqsi prograrn dan kegiatan Bidang
Politik dan Pemerintahan Umum berdasarkan Perafuran Menteri Dalam Negeri
Nomsr 1t7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja K.eqtenlerian DElam
Nqreri dsn hnfiendqgri Nomor 11 Tahun h}ffi tentang Perangl<at Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Eidang Kmatuan Eangsa dan Folitik,
bersarna ini dengan honnat disampaikan haltat mbagai neritsJt:

t. Bahwa pelaksanaan urusan pernerintahan umurn eebagairnana dia*rr dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernqintahan
Daerah dikkeanakan oleh Gubemur, Bupati, dan Walikda diwilayahnya
maslns{nasing antara l#rr meliputi;

a" Bembinaan wawasarl kebangnaan dan ketahanan nasional datarn rangfta
memsntapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UrdangUndang
Dasar Nagana Republik lndonesia Tatrrun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal lka sertra pernertahanan dan pernellharaan keutuhall Nqgara
Keqattmn Republik lrdonesia;

b. pernbina*n persatuarr dafi kesatuan bangsa;
c" pernb{naan kerukunan antiarclku dan [ntrasuku, umat bemgama, ras, dan

golong*n lainnya guna meun{udlran s*abilitras kernanan lokal, regional, dan
nasional;

d. penanganan konflik msial sesuai kelentuan peraturan prundang-
undangan;

e. kosrdinasi pe$aksanaan tugae antarinstansi pernerintatran yang ada di
wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupatenft#a unHk menyele*aikan
pennasalahan yang tirnbul dengan mernperhatikan prinsip demd<rasi, hak
asasi rrEFru$.ia, ppmffitaan, kead-itan, keist*rnelvaan dan keldtususan,
@em*i serta Xeffie*aragffian EatrEfr sqsr{{idsmgam kstWrturt perafi#Erl
perundan$-undangen;

f. pengembangsn kehiduBan demokmsi berdasarl<art Panqasila;
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yans bulen merupakan

kewenangan Daerah dan tldak dilalffiailakarr cileh lnstansi Vertikal.
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2. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Polltik dan
Pemerintahan Umum telah meriyusun Program Pembinaan Politik dan
Pemefintahan Umum pada Rancangan Ar,val Flensfua Kementerian Ddarn
Negeri 2a25 - 2a29 sebagai bahan penyusunan RPJMN zoz5-;z0zg, dengan
Samran Stategis yaitu Meningkatnya Kualitas Folitik dan De+nokrasi
lndonesia, sertra lmplementasi Nilai-Nilai Pancasila, dengnn lndikator Kineria
Utama (fKU) lndeks Demokrasi lndonesia (lDl) dan lndeks Penyelengaraan
Pemerintahan Umum, dengan Sasamn Program dan Indikator Kinerja Program
(ll(P), sebagai berilq$:

a. Meningkatnya kebebasan., keeetaraan dan kapasiEs kelembagaan
demokrasi, serta ketmspadaan dini di daerah dalam memetihara stabilitas
sosial dan politik dalam negeri, dengan Kegiatan dan lndikator Kinega,
yaitu:

1). Kegiatan Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kerusyaral*afiar; dengan IKP;

a) lndeks Demokrasi lndonesia (lDl) Provinsi; dan
b) Indele Kineria Ormas.

2). t(eghEn Peningkatan Karaspadaan Nasional, dengan IKP yaihr
Indels Kewaspadaan Nasisnal.

b. Meningkahya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalanr memperkrat
penyelarasan kehidupan harnoni di lndoneia, dengan Kegiatan dan
lndikator Kineria yaitu Penguatan Ketahanan ldedogi, Ekonorni, $osial dan
Budaya, dengan IKP: lndeks Harmoni Indonesia.

3. Berdasarl*anangka 2 (dualdialas, lrdeksDernokrasi Indsnesia$D$Provinsi,
lndels Kinerla Orrnas (lKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (lKN) dan lndeks
Harmoni lndonesia (lHal) merupkan lndikator Kineria Progmm (lKP) pada
Di$en Politik dan Pemerintahan Umum dan bagian dari lrd*s Dernokrasi
lndonesia (lDl) dan Indeks Penyelenggaraan Pernerintahan Urnum yang
meniadi lndikator Kinerja Utama (lKU) Menteri Dalam Negeri, yang telah
dimasuktan dalam Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan APBD dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun ?Jlffit.

4. Sehubungan dengan haltersebut, untuk optirnalisasi dan sinkronisasiprogram
dan kesiatan Pernerintafl Prffit dan Dasrah agnr lndikator l$nsria Pr.ogram
(lKP) pada Di$en Politikdan Pemerintahan Umum dimalsud dapatdimasukkan
ke dalam penyusunan Renmna Keria Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Strategis (Rensha) Tahun 2025 - zAF, Rencana Kerja (Renja) Perangltat
Daerah, dan menjadi lndikator Kineria tlHna (ll([J) pada peranglet daerah
yang membidangi urusan pemerintahan umum'badan kesatuan bangsa dan
politik. Sehnjuhya diminta agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Pditik didukung dengan penganggaran yang mernadai.

5. Urrtuk informasi dan koordinasl letfh lanjut dapat menghubungi Sekretadat
Direktorut Jenderal Politik dan Pem€rintahan Umum, mefalui Sdr, Sahrulyadi
{0S11860211} .dan Sdr. Reua Y}ldistlra {g&211?741SS).
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Demikian disampaikan dan atas keria samanya diucapkanterima kasih.

a.tr. ft{enteri Dalam Negert,
Plh. Dlrektur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Urnuffi,

Syarrnadani

Tembusan:
1- $/bntefi Dalam Nqeri;
2- DirekturJenderal Elina Keuangan Daerah, Kernenterian Dalanr Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala BapBeda FrovinsiSeturuh lndonesia;
5. Kepala Badan Kesbangpol Prorinsi Seluruh lndonesia;
6. Kepala Bappeda lGbupaten/Kota Sduruh lndonesia;
7. Kepala Badan Kesbangrpol lGhupatenlKda Seluruh ln&nesia.

Dfutwtiptfp1bttdanddarpt$cffi€r"*imntrmc.Ufirraflrr$erffiltlahthrityang tffilffirrto/rflBahf $srffi€dElotfonf,klB$E,BSSIII


